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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan lembaga sektor publik Indonesia Indonesia diharapkan 

bisa mengimbangi perkembangan teknologi yang terus melaju dengan cepat 

utamanya dalam bidang keuangan, pemerintah harus bisa menunjukkan 

peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik baik pusat maupun 

daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, 

setiap pemerintah daerah Indonesia dituntut untuk mewujudkan pengelolaan 

keuangan yang transparan dan akuntabel (Maulana & Handayani, 2015).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintah Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan 

kepada pemangku kepentingan dalam satu periode untuk mewujudkan laporan 

keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah karena laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna, harus memberikan 

manfaat dengan mendukung pengambilan keputusan, dan dapat dengan mudah 

dipahami oleh pengguna (Safkaur, Afiah, Poulus, & Dahlan, 2019).  

Kualitas  laporan  keuangan pada pemerintah daerah erat kaitannya  

dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  yang  memiliki  

kewenganan  dalam  melakukan audit  pemerintah  daerah.  Sejak  Standar  

Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual berlaku di tahun 2015, 

perkembangan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 
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menunjukkan   bahwa   tidak   semua   pemerintah   daerah   mendapatkan   

opini   wajar   tanpa pengecualian (BPK  RI,  2021).  Di  satu  sisi,  terdapat  

pencapaian peningkatan kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah di mana 

laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian dari BPK sebanyak 70% di tahun 2016 dan meningkat menjadi 

90% di  tahun  2020 (BPK  RI,  2021).  Salah satu yang menjadi bagian dari 

peningkatan kualitas laporan keuangan yakni daerah Kabupaten Sidrap, setelah 

13 tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, pada 

tahun 2016 hingga tahun 2022 berhasil mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian, tetapi  masih banyak hasil temuan untuk diperbaiki. Seperti pada 

data tabel dibawah, rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Sidenreng 

Rappang menunjukkan bahwa adanya fluktuasi hasil temuan BPK dan dapat 

dilihat peningkatan tren yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2019, walaupun 

juga terjadi penurunan tetapi dari segi nilai rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK 

terus meningkat. 

Tabel 1.1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK      

 
Sumber: Diolah dari data BPK 

Kualitas  laporan  keuangan  yang  rendah  dapat  mendorong  

ketidakpercayaan  publik  atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 
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pemerintah daerah. Seyogyanya pemerintah daerah merupakan   wakil   

masyarakat   dalam   menjalankan   pemerintahan,   sehingga   pengelolaan 

keuangan yang akuntabel dan transpran wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan 

dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja 

pemerintah. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang    kurang    baik    dapat    

menimbulkan    konotasi    atau    persepsi    publik    akan    adanya 

penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Padahal  kualitas 

laporan  keuangan  yang baik  diharapkan  oleh  masyarakat  untuk  dapat  

menilai  kinerja  atas  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah.  Pengelolaan  

kinerja  keuangan  yang  baik  dapat  mengindikasikan  bahwa pemerintah 

daerah dapat menyelaraskan kepentingan masyarakat. Selain itu, kualitas 

laporan keuangan  yang  kurang  baik  mengakibatkan  informasi  yang  disajikan  

tidak  dapat  digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022). 

Hal ini dijelaskan dalam stewardship theory bahwa pegawai pemerintah daerah 

akan bertindak sebagai penatalayan yang bertanggung jawab atas aset dan 

sumber daya yang mereka kelola. Mereka akan menggunakan aset dan sumber 

daya tersebut untuk kepentingan masyarakat, dan mereka akan melaporkan 

kinerja mereka secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan Widaryani & 

Kiswanto (2020) dan Mustaqmah & Putri (2022) dengan menambah dan 

mengubah beberapa variabel yang digunakan yakni menambahkan kompetensi 

sumber daya sebagai variabel mediasi dan menggunakan sistem informasi 

pemerintah daerah, pengendalian internal dan komitmen organisasi sebagai 

variabel independen.  

Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang baru diterapkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang sejalan dengan  diberlakukannya 
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kebijakan dari Kemendagri melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah, aturan baru untuk laporan keuangan 

pemerintah daerah tahun anggaran 2021 dan Penerapan Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) secara terintegras di seluruh Pemerintah Daerah di 

Indonesia.  

Sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang memengaruhi 

laporan keuangan. Literatur sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang tidak 

konsisten (research gap) dari penelitian-penelitian terdahulu, hasil penelitian 

Surastiani & Handayani (2015), Karsana & Suaryana (2017), Widari & Sutrisno 

(2017), Trisnawati & Wiratmaja (2018), Dewi et al. (2019), Widaryani & Kiswanto 

(2020), Indrayani & Widiastuti (2020), Ulisanti & Asrori (2021) mengatakan 

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian dari Katharina et al (2019) 

menemukan hasil yang berbeda yaitu sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Begitupun terkait komitmen organisasi, penelitian dari Widari & Sutrisno 

(2017), Nugroho & Setyowati (2019), Murapi  (2020) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan sedangkan penelitian dari Aziyah & Yanto (2022) menemukan bahwa 

komitmen organisasi tidak berpengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah sejalan dengan hasil penelitian Harlinda (2016) Widaryani & Kiswanto 

(2020). 

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sidrap)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian 

dapat dikonsepkan sebagai berikut. 

1. Apakah penerapan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan? 

4. Apakah kompetensi sumber daya memoderasi penerapan sistem informasi 

pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan? 

5. Apakah kompetensi sumber daya memoderasi sistem pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan? 

6. Apakah kompetensi sumber daya memoderasi komitmen organisasi 

terhadap kualitas laporan keuangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah. 

2. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah. 

4. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya dalam memoderasi 

penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 
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5. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya dalam memoderasi sistem 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 

6. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya dalam memoderasi 

komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi mengenai pengaruh 

penerapan sistem informasi pemerintah daerah, sistem pengandalian internal, 

komitmen organisasi dan peran audit internal terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah serta bagaimana  kompetensi sumber daya memoderasi 

penerapan sistem informasi pemerintah daerah, sistem pengandalian internal 

dan komitmen organisasi  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pada penelitian. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmiah kepada para 

pemangku kepentingan, tentang bagaimana pentingnya penerapan sistem 

informasi pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan oleh para pemangku kepentingan dalam menyusun laporan 

keuangan pemerintah agar meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 

bijak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini mengacu pada 

Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai 

berikut. 
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Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar 

belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang 

landasan teori penelitian ini. 

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai 

kajian teoretis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan 

hipotesisnya. 

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis 

penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik 

pengumpulan data dan analisisnya. 

Bab V hasil penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi 

hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan 

temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian 

hipotesis, tabel, grafik, dan gambar. 

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan 

penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, 

mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, 

memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. 

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan 

penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 

2.1.1 Stewardship Theory 

Teori Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang didasarkan pada 

tingkah laku dan premis (Donaldson dan Davis, 1989,1991). Teori ini 

didefinisikan sebagai situasi di mana manajer tidak mempunyai kepentingan 

pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori stewardship 

mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi 

di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. 

Dalam teori stewardship ini manajer akan berperilaku sesai kepentingan 

bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward 

akanberusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut didasarkan 

pada pemahaman bahwa steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku 

sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena 

pandangan steward yang lebih mementingkan pencapaian tujuan organisasi. 

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan memaksimalkan dan 

menjaga kekayaan orgaisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitas 

akan maksimal. Asumsi penting dari teori in adalah manajer meluruskan tujuan 

sesuai dengan keinginan pemilik namun tetap memiliki kebutuhan hidup.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam teori stewardship ini, manajer akan 

cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi 

dibandingkan dengan mementingkan tujuannya sendiri. Maksimilasi utilitas 
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kelompok in pada akhirya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada 

dalam kelompok organisasi tersebut. 

Teori stewardship sering diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 

sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit. Dalam organisasi 

pemerintahan, manajemen pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan 

(sebagai steward) bagi prinsipalnya. Pada awal perkembangannya, akuntansi 

organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

bagi hubungan antara stewardsdenganprincipals. 

Kondisi semakinkompleks dengan bertambahnya tuntutan akan 

akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Principal semakin sulit untuk 

melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungi 

kepemilikan pada masyarakat dengan fungi pengelolaan pada pemerintah 

menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital 

suppliers/principals) mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada 

pihak lain yang lebih mampu dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan 

principals atas dasar kepercayaan dan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan 

organisasi, menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu model yang sesuai pada kasus 

organisasi sektor publik adalah stewardship theory (Sulistiowati, 2017). 

2.1.2 Goal-Setting Theory 

Goal-setting theory (Locke, 1978) merupakan bagian dari teori motivasi 

yang menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja 

(kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa 

yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. 

Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan 

niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang 

ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai 

tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi 



11 
 

 
 

konsekuensi kinerjanya. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa penetapan tujuan 

yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan 

prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan 

keterampilan kerja. Dengan menggunakan pendekatan goal-setting theory, 

kualitas laporan keuangan yang baik yakni laporan keuangan pemerintah daerah 

yang relevan, andal, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan diidentikkan 

sebagai tujuannya. 

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan ialah  tahapan strategis yang dilakukan setelah 

adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan pada tahap ini suatu 

kebijakan akan diuji, baik secara substantif maupun tingkat efektivitas 

penggunaannya (Dunn, 1994). Van Hoter dan Van Hom dalam (Wahab, 2016) 

merumuskan proses implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting dari 

perspektif siklus kebijakan (Subarsono, 2005). Udoji 1981 dalam (Subarsono, 

2005) mengatakan  “pelaksanaan kebijakan ialah sesuatu hal penting bahkan 

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan 

akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 

tidak diimplementasikan”. Goerge C Edwards III dalam (Herabudin, 2016) 

menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada 

antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang 

ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurut Goerge Edwards III (1980), terdapat 

empat penyebab yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
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2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan 

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah 

diamanatkan Menteri/pimpinan  lembaga  selaku  Pengguna  

Anggaran/Pengguna  Barang menyusun dan menyampikan laporan keuangan 

yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,  Neraca,  dan  Catatan  atas  Laporan  

Keuangan  dilampiri  laporan keuangan  Badan  Layanan  Umum  pada  

kementrian  Negara/lembaga  masing – masing  (pasal  55  ayat  3).  

Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Laporan  Keuangan  adalah  

bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  atas  pelaksanaan  APBN  berupa  

Laporan Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan,  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  

Laporan Keuangan. 

Menteri  Keuangan  selaku  pengelola  fiskal menyusun Laporan  

Keuangan  Pemerintah  Pusat  untuk  disampikan  kepada  Presiden  dalam 

rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (pasal 55 ayat1).   

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami 

(tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010).   

1. Relevan  
Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi 
masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di 
masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan 
dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.Pengetahuan finansial 
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diukur berdasarkan pengetahuan perhitungan nilai waktu uang, bunga 
pinjaman, prinsip perhitungan bunga bank, bunga majemuk, risiko dan 
laba, definisi dari inflasi, dan diversifikasi.  

2.  Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 
secara potensial dapat menyesatkan. 

3. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi 
yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat 
dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan 
akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan 
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang 
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 
terjadinya perubahan.  

     4. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 
untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

2.1.5 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 

Kemajuan teknologi informasi menjadikan  informasi sebagai  sumber 

daya yang dianggap berharga dan sangat penting untuk dikelola  secara 

profesional dan sebaik mungkin. Pengembangan  sistem informasi yang  

terintegrasi  dari tingkat daerah hingga  pusat merupakan  langkah pembaharuan 

upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pengembangan 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi sebuah investasi 

daripada pengembangan sistem informasi yang dapat terintegrasi secara lebih 

luas dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan informasi 

pemerintahan (Saputra, 2020). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 

merupakan salah satu sistem pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan 

berbasis Elektronik (SPBE). Secara umum, SIPD merupakan  pengembangan 
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sistem informasi yang memiliki sejumlah perangkat keras dan perangkat lunak 

beserta staf pelaksananya yang secara bersama-sama mendukung pengolahan 

data untuk menghasilkan  produk berbasis informasi. Sistem ini merupakan 

kontinum dalam perencanaan sumber daya pemerintah (Saputra, 2020). 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini hadir bertujuan untuk 

pengelolaan informasi daerah dapat dilaksanakan secara profesisonal. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana dijelaskan bahwa  

26  penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah harus menyediakan 

informasi pemerintah daerah baik itu berupa informasi pembangunan daerah dan 

informasi keuangan daerah serta dapat menyediakan dan mengelola informasi 

pemerintah daerah lainnya. Adanya undang – undang tersebut kemudian 

didukung dengan adanya kebijakan dari Kemendagri melalui Permendagri Nomor 

70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dalam 

Permendagri tersebut terdapat pedoman  teknis pengelolaan SIPD yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, industri dan masyarakat. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah mengatur bahwa informasi pemerintah daerah dapat masuk 

ke dalam sistem informasi pemerintah daerah. SIPD ini dikembangkan untuk 

menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang saling terhubung dan 

terintegrasi dengan berbasisi elektronik dan diakses melalui situs resmi 

Kementerian Dalam Negeri. 

 Pada pasal 4 dijelaskan Pemerintah Daerah wajib dalam meyediakan 

informasi Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa kelompok informasi yang 

termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Ruang lingkup 

SIPD meliputi, (a) Informasi Pembangunan Daerah; (b) Informasi Keuangan 

Daerah; dan (c) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Pemerintah Daerah 

wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas, (a) 
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Informasi Pembangunan Daerah; dan (b) Informasi Keuangan Daerah.SIPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan 

untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling 

terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. SIPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian 

Dalam Negeri.  

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal 

Intermediasi Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) nomor 

69 Pengendalian intern adalah suatu proses-yang dijalankan oeh dewan 

komisaris manajemen, dan personel lain entitas- yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 

operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah adalah, “Proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan”.  

Pengertian menurut SPAP nomor 69 dan PP Nomor 60 Tahun 2008 

sejalan dengan pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013:3) yaitu,  

”Pengendalian internal adalah proses, dipengaruhi oleh entitas direksi, 

manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, 

dan kepatuhan”.  
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COSO (2013:4) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan 

dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan 

bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai. Kelima komponen 

pengendalian internal tersebut sebagai berikut. 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)  
Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang 
pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi integritas pegawai, nilai 
etika dan kompetensi dari pegawai yang ada, filosofi manajemen, cara 
manajemen menetapkan wewenang dan tanggung jawab, 
mengorganisasikan dan mengembangkan pegawai, serta melaksanakan 
arahan yang diberikan oleh dewan komisaris dan direksi. Contoh: code of 
conduct, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawab, 
job description, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan 
kompensasi. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 
Penilaian risiko merupakan proses pengidentifikasian dan analisa risiko 
yang ada hubungannya dengan pencapaan tujuan, pembentukan dasar 
penetapan bagaimana risiko harus dikelola. Proses penilaian risiko harus 
mempertimbangkan kejadian dan keadaan ekstern dan intern yang 
mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi kemampuan entitas 
untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data 
keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. 
Contoh: penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survey kepuasan 
pelanggan, dan Balance Score Card (BSC) 

3.  Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
Aktivitas pengendalian merupakan pengambilan berbagai tindakan yang 
diperlukan untuk mengelola risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan 
yang mencakup pengesahan, kewenangan, verifikasi, pengkajian ulang 
kinerja usaha, pengamanan aktiva dan pemisahan tugas. Aktivitas 
pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap 
dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. Contoh: rekonsilasi, 
proteksi user ID dan password, serta verifikasi tandatangan. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)  
Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung 
jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-
tujuannya Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang 
relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun 
eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-
komponen lain dari pengendalian internal.Jaminan (assurance). 
Komunikasi meliputi sejauh mana personil memahami bagaimana aktivitas 
mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan 
pekerjaan dari yang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau 
melalui tindakan manajemen. Contoh: staff meeting, news letter dari 
perusahaan, dan process for escalation of issues.  

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)  
Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja 
pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya 
dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan 
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perubahan kondisi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemantauan 
dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah 
dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut 
dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik lagi ke depannya 
 

2.1.7 Komitmen Organisasi 

Konsep komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang 

dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam 

organisasi tersebut (Wibowo, 2017). Komitmen Organisasi adalah sebagai suatu 

tingkatan dimana individu mengidentifikasi dan terlibat komitmen mencerminkan 

perasaan bahwa apa yang dilakukan seseorang adalah penting. menurut 

(Greenberg dan Baron, 2003). Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat 

keterlibatan orang dalam orrganisai dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal 

dalam organisasi tersebut. komitmen organisasional sebagai derajat dimana 

karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap 

tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya). Dimensi Komitmen 

Organisasi ada 3 bagian menurut (Allen & Mayer, 1997) disertai penjelasan 

dalam  (Luthan, et.al, 2011):  

1. Affective commitment 
Affective commitment berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat 
pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan 
sendiri Kunci dari komitmen ini (want to). 

2. Continuance commitment  
    Continuance commitment adalah suatu komitmen yang didasarkan akan 

kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar 
untungrugi dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan 
meneta pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan 
untuk bertahan (need to). 

3. Normative commitment  
    Normative Commitment adalah komitmen yang didasarkan pada norma 

yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung 
jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. 
Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi 
(ought to).  
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2.1.8 Kompetensi Sumber Daya 

Konsep Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki 

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (liability) 

(Wibowo, 2007). Kompetensi dapat didefinisikan sebagai perpaduan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik lainnya atau kompetensi 

pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah 

pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati 

dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan (Marwansyah, 

2016).  

McClelland (1973) pertama kali memperkenalkan konsep kompetensi 

sumber daya sebagai karakteristik yang dapat diamati dan diukur yang 

berhubungan dengan kinerja yang efektif. McClelland mendefinisikan kompetensi 

sebagai seperangkat karakteristik yang memungkinkan seseorang untuk berhasil 

dalam pekerjaannya. Schuler dan Jackson (2005) mendefinisikan kompetensi 

sumber daya sebagai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan 

untuk melakukan pekerjaan secara efektif sedangkan Noe dkk. (2017) 

mendefinisikan kompetensi sumber daya sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan 

efisien. Kompetensi sumber daya memiliki berbagai manfaat, antara lain:  

1. Meningkatkan kepuasan karyawan 
Karyawan yang merasa kompeten cenderung lebih puas dengan 
pekerjaannya.. 

2. Meningkatkan produktivitas organisasi 
Organisasi yang memiliki karyawan yang kompeten cenderung lebih 
produktif 

3. Meningkatkan daya saing organisasi 
Organisasi yang memiliki karyawan yang kompeten cenderung lebih 
kompetitif. 
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Sedangkan, Moeheriono (2012) mengemukakan bahwa indikator 

kompetensi sumber daya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu penguasaan ilmu dan teknologi yang 

relevan dengan bidang pekerjaannya. 

2. Keterampilan (skill), yaitu kemampuan khusus untuk melakukan suatu 

tugas atau pekerjaan. 

3. Sikap (attitude), yaitu cara seseorang berpikir dan berperilaku.


